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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
125/PMK.06/2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara
yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan sebelum tahun anggaran 2011,
telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan
Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran
2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013;

b. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh
dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
sebelum tahun anggaran 2011 perlu dilaksanakan
secara lebih efektif sehingga perlu dilakukan
penyesuaian atas ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang
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Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari
Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan
Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
98/PMK.06/2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai
tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan terkait dengan pengelolaan
Barang Milik Negara yang berasal dari Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum
tahun anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan
Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran
2011;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan
Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran
2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 125/PMK.06/2011 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL
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DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal
Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun
Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka,
yakni angka 10a, dan ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 9, angka 11,
dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya
disingkat BMN DK/TP, adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
sebelum Tahun Anggaran 2011.

3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas
pembantuan.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu.

6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang
menugaskan.

7. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
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menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau
Kota.

9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.

10a.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan BMN.

11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan BMN.

14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (1a), ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, dan ketentuan Pasal 4
ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Menteri Keuangan merupakan Pengelola Barang DK/TP.

(1a) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP memiliki
wewenang dan tanggung jawab:

a. menetapkan status Penggunaan BMN DK/TP yang diajukan oleh
Pengguna Barang, terhadap BMN DK/TP yang sedang digunakan
atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga;
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b. memberikan persetujuan atau penolakan atas usul
Pemindahtanganan BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna
Barang;

c. memberikan persetujuan atau penolakan atas usul Pemusnahan
BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang;

d. memberikan persetujuan atau penolakan atas usul Penghapusan
BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang; dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN
DK/TP.

(2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional
atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku
Pengelola Barang DK/TP.

(3) Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat mendelegasikan
kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada pejabat struktural di lingkungan kantor pusat atau instansi
vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A
dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang DK/TP.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang DK/TP memiliki
kewenangan dan tanggung jawab:

a. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN
DK/TP kepada Pengelola Barang, terhadap BMN DK/TP yang
sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

b. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN DK/TP kepada
Pengelola Barang;

c. mengajukan usul Pemusnahan BMN DK/TP kepada Pengelola
Barang;

d. mengajukan usul Penghapusan BMN DK/TP kepada Pengelola
Barang; dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN
DK/TP.

(3) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara
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